
BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 48 TAHUN 2017

tentang

PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA PELAYANANPADA DINAS PERDAGANGAN
PASAR

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANGGAMUS,

a' Peraturan Menteri Dalam NegenRepublik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang PedomanPembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UnitPeaksana Teknis Daerah, maka Satuan PelaksanaPelayanan Pasar dibentuk untuk menunjang urusanpemenntahan yang bersifat pelaksanaan dan meniaditanggungjawab dari Dinas atau Instansi induknya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudhuruf a tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupatianggamus tentang Pembentukan Satuan PelaksanaPelayanan Pasar.

Mengingat 1.

2.

3.

4.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945. ë Kepuoiik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentangBA±ntUa an v\abUPaten Daerah Tingkat H TulSfBawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamuf( mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomorOOO / ) ,
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dart
RenubHk

nsi . dan Nepotisme (Lembaran NegaraIndonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

P^^ NOm°r 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Re?Ubl!k Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nnmnr



5.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Ta on (Le7baran Negara Republik IndonesiaNomor 114» Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5887);

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemenntahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranIndonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, TambahanNegara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia 112 TahunTentang Penataan dan Pembinaan Pasar TradisionalPerbelanjan dan Toko Modem;

2007
Pusat

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi CabangDmas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451)

10. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah KabupatenTanggamus;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANGSATUAN pelaksana PELAYANAN PASARPADA DINAS PERDAGANGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten

Tanggamus.



5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan PasarKabupaten Tanggamus.
6' Pelaksana Pelayanan Pasar yang selanjutnya disingkatSATLAK adalah Satuan Pelaksana (SATLAK) Pasar pada DinasPerdagangan.

7. Koordinator Satuan Pelaksana adalah Koordinator SatuanPelaksana (SATLAK) Pasar pada Dinas Perdagangan.
8. Bagian Sub Tata Usaha adalah Bagian Sub Tata Usaha StuanPelaksana Pelayanan Pasar pada Dinas Perdagangan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah petugas yangmelaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian sertakebutuhan pada Satuan Pelaksana (SATLAK) Pasar pada DinasPerdagangan.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2
Dengan Peraturan ini dibentuk Satuan Pelaksana (SATLAK)Pelayanan Pasar pada Dinas Perdagangan Kabupaten Tanggamus.

Pasal 3

Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar sebagaimanadimaksud Pasal 2 Peraturan ini adalah :

1• Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar Kota Agung;
2. Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar Wonosobo;
3. Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar Gisting;
4. Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar Talang Padang;

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 4
(1) Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar merupakan unsurPelaksana Dinas Perdagangan dibidang Pengelolaan Pasar yangberada diwilayah kecamatan.
(2) Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar dipimpin olehseorang Koordinator SATLAK yang berada dibawah danbertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional

dikoordinasikan kepada camat.



Bagian Ketiga
Wilayah Kerja

Pasal 5

1.

2.
dengan wilayah

3.
dengan wilayah

4.
Talang Padang

9.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 6Peraturan mi, SATLAK Pelayanan Pasar mempunyai fungsi •
1. Penyelenggaraan kegiatan teknis dan administrasi dibidang

nPno*» n aan — x i 5

Pemungutan retribusi dari sektor pasar;
Pengelolaan keamanan dan ketertiban pasar;
Penataan pasar;

pengelolaan pasar ditingkat kecamatan;
Pengelolaan pasar grosir dan pertokoan;

Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar
kerja Pasar Wonosobo dan Pasar Pangkul
Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasarkeija Pasar Gisting
Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasardengan wilayah kerja Pasar Talang Padang

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Tugas Pokok

Pasal 6
Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar mempunyai tugaspokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis dinas dibidangpengelolaan pasar yang berada diwilayah Kecamatan.

Penyiapan bahan pelaksanaan urusan administrasi;
Pengendalian pendapatan sektor retribusi pasar;
Pembuatan surat pengantar izin pengelolaan pasar rakyat, pusatperbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
Pembuatan surat pengantar penertiban tanda daftar gudang dansurat keterangan penyimpanan barang (SKPB)-

^^nsumtpengantar penerbitan surat' tanda pendaftaran

d p’^ <SATLAK' Pela^an sebagaimanadimaksud Pasal 3 Peraturan ini masing-masing mempunyai wilayahkerja sebagai benkut :

Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar Kota Agung denganwilayah kerja Pasar Kota Agung



11. Melaksanakan pembinaan terhadap sarana distribusiperdagangan masyarakat dalam wilayah kerjanya-
agar teijaUnnya ke^sediaan barang kébutuhan pokokdan barang penting dalam wilayah keijanya; dan13. Pemantauan harga dan stock barang kebutuhan pokok danbarang penting dalam wilayah keijanya.

BAB IV
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 8
(1) ^ZXi^Ti8asi Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayan“ndsar terain dan .*

a. Koordinator Satuan Pelaksana (SATLAK);
b. Ketatausahaan; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Pelaksana (SATLAK) PelayananPasar sebagatmana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini danmerupakan bagian tidak terpisahkan dart Peraturan Bupati ini

Bagian Kedua
Koordinator Satuan Pelaksana (SATLAK)

Pasal 9
Koordinator Satuan Pelaksana
mempunyai tugas memimpin
pembinaan teknis operasional dan
penyelenggaraan rumah tangga
Pelayanan Pasar.

(SATLAK) Pelayanan Pasar
pelaksanaan kegiatan umum,
pengawasan dalam rangka tugas

Satuan Pelaksana (SATLAK)

Bagian Ketiga
Ketatausahaan

Pasal 10

Ketatausahaan mempunyai tugas melaksanakan urusan suratmenyurat kearsipan, perlengkapan, kehumasan, menyusun rencanan„?aThbe “"J®’ melakukan Perhitungan anggaran, verifikasi danperbendaharaan.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

BAB VI
HUBUNGAN KERJA

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

keSnk Jabatan FUngSi°na' “«aPWai tugas sesuai dengan

Ke|omp°k Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenagad am jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompoksesuai dengan bidang keahliannya. P

de'OmPOk .Jabatan fun88‘on8l diPimpin oleh seorangtenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati danSXTpTWab pePada Koordinat°r Satuan Pelaksana(oAILAK) Pelayanan Pasar.
JumlBh Jabamn Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat2 pasal ini dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuaiperaturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

tUgaSnya Coordinator Satuan Pelaksana(SATLAKI Pelayanan Pasar, Sub Bagian Tata Usaha danKelompok Jabatan Fungsional berkoordinasi dengan seluruhperangkat daerah yang ada di kecamatan.
Tetais administrasi dan teknis operasional penyelenggara tugassebagaimana dimaksud ayat (1) pasal inidipertanggungjawabkan kepada Kepala Dinas.
Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar

tu8a8-tllgas b*dang pengelolaan pasar yangada diwilayah kecamatan dan melaporkan secara herUai»

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 12
Coordinator Satuan Pelaksana (SATLAK) .Bagian Sub Tata Usaha danKelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh
mem PegaWai Ne«eri SiP“ te ahmemenuh. syarat sesuai peraturan perundang-undangan ytg



BAB VII
TATA KERJA

Pasal 14

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

tUgaSnya Kepala Sataan PelaksanaSATLAK) Pelayanan Pasar, wajib menerapkan prinsipkoordmasi, mtegrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalamhngkungannnya maupun dengan instansi lain.
Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan SatuanPelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya sertamembenkan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugaskedinasan. °

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan SatuanPelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar bertanggung jawabkePada atasan dan menyampaikan laporan secara berkalaterhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan suatu organisasidibawahnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahanuntuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk membenkanpetunjuk kepada bawahannya.
Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,tembusan laporan wajib disampaikan kepada organisasi lainyang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuanorganisasi dalam rangka pemberian bimbingan kepadabawahan wajib mengadakan rapat berkala.
Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar melaksanakanpengawasan melekat (WASKAT)

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang

Dinasena' tekn'S pelaksan®annya diatur dengan keputusan Kepata



Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkanpengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalamBenta Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 8 Desember 2017

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,

SAN SUL HADI
Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 11 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ANDI WIJAYA

BER1TA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2017 NOMOR 443



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANGGAMUSNOMOR : 48 TAHUN 2017
TANGGAL : 8 Desember 2017

STRUKTUR ORGANISASIpembentukan satuan pelaksana isatlak) pelayanan pasarPADA DINAS PERDAGANGAN

koordinator

1 KELOMPOK JABATAN i
|| fungsional

satlak ||

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,

SAMBUL HADI
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